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ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
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Kebijakan
Nasional

• RPJMN (Prioritas Nasional)

• RKP

Kebijakan
Kementerian 

• Rentra (Visi, Misi, Sasaran Strategis)

• Renja K/L

• Prioritas Menteri

Strategi
• RKAKL 

(Unit/Program/Kegiatan/Output/Komponen)

Pelaksanaan
• DIPA (Akun/Detail Akun)

• Rencana Realisasi

Evaluasi/ 

Pengawasan

• Monev (Laporan Pelaksanaan)

• Audit (Akuntabilitas
Kegiatan/Keuangan)
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TEMA DAN PRIORITAS RPJMN 2020-2024

7.

Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan Publik

1.
Memperkuat Ketahanan 

Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas

6.
Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan 

Bencana dan Perubahan Iklim

2.

Mengembangkan Wilayah untuk 

Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan

5.
Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar

3.

Meningkatkan SDM 
berkualitas dan berdaya saing

4.

Membangun Kebudayaan 
dan Karakter Bangsa.

“Indonesia 

Berpenghasilan 

Menengah-Tinggi yang 

Sejahtera, Adil, dan 

Berkesinambungan”
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
YANG MENJADI MANDAT RPJMN KEPADA KEMENTERIAN AGAMA

Memperkuat 
Moderasi 
Beragama

Peningkatan Kualitas Pengajaran 
dan pembelajaran

Peningkatan Pemerataan Akses 
Layanan Pendidikan  dan 

Percepatan Wajib Belajar 12 
Tahun

Peningkatan Profesionalisme, 
Kualitas, Pengelolaan dan 
Penempatan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

Penguatan Penjaminan Mutu 
pendidikan

Peningkatan Tata Kelola 
Pembangunan Pendidikan

Peningkatan 
Produktivitas dan 
Daya Saing

Penguatan Pendidikan 
Tinggi Berkualitas

KP 2. Penguatan harmoni 
dan kerukunan umat 
beragama

KP 4. Peningkatan kualitas 
pelayanan kehidupan 
beragama

KP 5. Pengembangan 
ekonomi dan sumber daya 
keagamaan

KP 1. Penguatan cara 
pandang, sikap, dan 
praktik beragama dalam 
perspektif jalan tengah

KP 3. Penyelarasan relasi 
agama dan budaya

Meningkatkan SDM 
berkualitas dan berdaya 

saing

Revolusi Mental dan 
Pembangunan 
Kebudayaan

PP. Peningkatan 
Pemerataan Layanan 
Pendidikan Berkualitas

Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi 

berbasis Kerjasama 
Industri

PN

PP

KP 1. Revolusi mental 
dalam sistem
pendidikan

KP 2. Revolusi mental 
dalam tata kelola 
pemerintahan 

KP 3. Revolusi mental 
dalam sistem sosial 
untuk penguatan 
ketahanan keluarga dan 
masyarakat 

KP 1. 
Peningkatan 
Budaya Literasi

KP 3. 
Pengembangan 
budaya iptek, 
inovasi, 
kreativitas, dan 
daya cipta

KP 4. Penguatan 
institusi sosial 
penggerak 
literasi dan 
inovasi

Revolusi Mental dan 
Pembinaan Ideologi 

Pancasila

Meningkatkan
Literasi, Inovasi dan 
Kreativitas

KP
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VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

“Kementerian Agama 

yang profesional dan  andal 

dalam membangun masyarakat 

yang saleh, moderat, cerdas dan 

unggul untuk mewujudkan 

Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan berkepribadian 

berdasarkan Gotong Royong”

Meningkatkan 
kualitas kesalehan 

umat beragama

Memperkuat moderasi 
beragama

Meningkatkan layanan 
keagamaan yang adil, 
mudah dan merata

Meningkatkan layanan 
pendidikan yang merata 
dan bermutu

Meningkatkan 
produktivitas dan daya 
saing pendidikan

01 02

03

04

05

VISI MISI Memantapkan tatakelola 
kepemerintahan yang baik

(Good Governance)

5



6
6

Meningkatnya 
kualitas pemerataan 

akses pendidikan

Meningkat
nya 

moderasi 
beragama 

dan 
kerukunan 

umat 
beragama

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
kehidupan 
beragama

Peningkatan 
kualitas umat 

beragama 
dalam 

menjalankan 
ibadah ritual 

dan sosial

Penguatan
kualitas

moderasi
beragama dan  

kerukunan 
umat 

beragama

Peningkatan 
umat 

beragama yang 
menerima 

layanan 
keagamaan

Visi & Misi Kemenag

Arah
Kebijakan

dan 
Strategi
Nasional
(RPJMN)

Arah
Kebijakan

dan 
Strategi

Kemenag

P
R

O
G

R
A

M
 G

EN
ER

IK
 D

A
N

 T
EK

N
IS

 Kerangka
Regulasi

Kerangka
Kelemba-

gaan

Kerangka
Penda-
naan

Meningkatnya 
pemahaman 

dan 
pengamalan 

ajaran agama
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LINGKUNGAN STRATEGIS

1

Meningkatnya 
kualitas 

pembelajaran dan 
pengajaran 

Peningkatan 
peserta didik 

yang 
memperoleh 

layanan 
pendidikan 
berkualitas

Peningkatan 
budaya birokrasi 
kepemerintahan 

yang bersih, 
melayani dan 

responsif

Meningkatnya 
pemanfaatan 

ekonomi 
keagamaan 

umat
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Peningkatan 
lulusan 

pendidikan yang 
produktif dan 
memiliki daya 

saing komparatif

Meningkatnya 
kualitas tata kelola 
kepemerintahan 

yang efektif, 
transparan dan 

akuntabel

Meningkatnya 
kualitas 

penelitian 
pengembangan 
dan kebijakan

Menguatnya 
pendidikan 
tinggi yang 
berkualitas

12

13
Meningkatn

ya 
keselarasan 

relasi 
agama dan 

budaya

Meningkatnya 
pengelolaan dan 

penempatan 
pendidik 

Meningkatnya 
kualitas penjaminan 

mutu pendidikan

Meningkatnya 
mental/karakter 

siswa pada madrasah 
dan pendidikan 

keagamaan

4

5

7

8

9
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PETA STRATEGIS
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STRATEGI KINERJA 2021

Dalam membantu dan 
mengoptimalkan proses PJJ 

tersebut, Kementerian 
Agama mendaptkan bantuan
Program PEN khusus untuk
pelaksanaan pembelajaran

secara daring.

Start
2021

Penguatan Perspektif
Moderasi Beragama, 
Transformasi Digital, 

Revitalisasi KUA, Cyber 
University, Kemandirian
Pesantren, Religousity

Index dan Tahun Toleransi

Putusan final atau fatwa MUI 
terkait kehalalan penggunaan

vaksin Sinovac telah
dikeluarkan seiring dengan

terbitnya otorisasi keamanan
dan manfaat antivirus SARS-

Cov-2 dari BPOM

Kementerian Agama 
menyusun proyeksi untuk
penyelenggaraan haji dan 

umrah tahun 2021.

Kemenag yang dinamis
dengan terwujudnya able 

people (SDM aparatur yang 
kompeten), agile process 

(tata kelola yang andal) dan 
adaptive policies (sistem
kebijakan yang adaptif)

Vaksin Covid-19 
dan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan 
Haji dan Umrah 

tahun 2021

Perbaikan Tata 
Kelola Birokrasi

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pembelajaran 
pada Lembaga 

Pendidikan

Implementasi 
7 Kebijakan 

Prioritas

2022
Peningkatan Fasilitasi 

Layanan Umat 
Keagamaan

Peningkatan kualitas kehidupan
keberagamaan, peningkatan

kualitas pendidikan keagamaan
dan peningkatan kualitas

persaudaraan umat beragama
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APBN KEMENAG TA 2021

Alokasi

Anggaran

APBN

Penyesuaian

BLU

Luncuran

SBSN
Refocusing

Pagu

Berjalan

Rp 66.961,3 M

Rp 76,6 M Rp 212,1 M

Rp 483,5 M Rp 66.766,6 M
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APBN KEMENAG TA 2021



APBN KEMENAG TA 2021

RM dimanfaatkan untuk biaya operasional gaji 
dan perkantoran, kegiatan prioritas Nasional 
dan prioritas Kementerian lainnya 

SBSN dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas 
layanan Asrama Haji, Balai Nikah, PTKN, 
Madrasah, pusat layanan haji kab/kota, dan 
Laboratorium BPJPH 

Anggaran PNBP berasal dari peristiwa nikah di 
KUA, Asrama Haji, Lajnah, Sertifikasi Halal dan 
penyelenggaraan pendidikan di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Pinjaman Luar Negeri dimanfaatkan bagi 
peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah 
dan PTKN.

Anggaran BLU berasal dari Perguruan Tinggi 
Keagamaan Negeri (PTKN) BLU.



APBN KEMENAG TA 2021

Fungsi Pendidikan dimanfaatkan 
untuk peningkatan akses, mutu 
dan relevansi pendidikan pada 
pendidikan umum berciri khas 
agama, pendidikan keagamaan 
dan pendidikan agama di satuan 
pendidikan umum

Fungsi Agama dimanfaatkan 
untuk: peningkatan pemahaman 
dan pengamalan ajaran agama; 
peningkatan kerukunan umat 
beragama, peningkatan layanan 
kehidupan beragama, 
peningkatan tata kelola potensi 
ekonomi berbasis keagamaan, 
peningkatan layanan haji dan 
umrah, dan peningkatan layanan 
jaminan produk halal 



KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gaji
dan tunjangan yang melekat pada hak PNS Kementerian
Agama, termasuk di dalamnya adalah tunjangan profesi guru
dan dosen PNS

Belanja barang operasional yang meliputi pembiayaan
operasional kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan
kendaraan operasional, rapat-rapat, langganan daya dan jasa,
serta berbagai kegiatan operasional lainnya

Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaran
pembiayaan kegiatan di luar belanja pegawai dan belanja
barang operasional. Termasuk di dalam pengeluaran non
operasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan
prioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

BERDASARKAN JENIS PENGELUARAN

12

Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Rp 31.342.739.201.000,-

Belanja Barang Operasional

Rp 2.898.305.859.000,-

46,81%

4,33%

48,86%

Non Operasional

Rp 32.720.335.768.000,-



KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

1. Pelajari dan telaah kembali DIPA, jika dipandang perlu segera lakukan revisi agar focus 

pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

2. Lakukan pengecekan satu per satu detil program, kegiatan dan anggaran, mana yang 

benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan 

untuk dihilangkan, pastikan bahwa anggaran tersebut memang bermanfaat;

3. Laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran antara lain dengan efisiensi pada belanja 

yang tidak berdampak langsung bagi peningkatan kinerja Kementerian Agama;

4. Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas

Menteri Agama melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran terutama yang memiliki nilai 

tambah yang besar dan dampak langsung pada masyarakat;

5. Segera selesaikan jika masih terdapat catatan dalam DIPA untuk memastikan program dan 

kegiatan dapat segera dilaksanakan mulai bulan Januari 2021, khususnya yang masih 

diblokir Kemenkeu akibat belum lengkapnya data pendukung dan belum terbitnya reviu 

APIP;

6. Tingkatkan koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Catatan Pelaksanaan Anggaran  2021
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KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

7. Selesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal 

sesuai dengan rekomendasi dan hindari kesalahan yang sama agar tidak berulang pada 

tahun 2021.

8. Melakukan Percepatan Proses Pengadaan BarangjJasa, meliputi: Penetapan pejabat 

pengadaan, unit kerja pengadaan barang/jasa, dan/atau kelompok kerja pengadaan;

Penandatangan kontrak; Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); Pendaftaran 

kontrak ke KPPN.

9. Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus, meliputi: pemutakhiran data RKA-KL 

/DIPA dan POK secara berkala; tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan 

alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan; memastikan bahwa dalam pengajuan 

pencairan anggaran, pagu DIPA telah cukup/tersedia sampai dengan level akun; segera 

melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus atau potensi terjadinya pagu 

minus.

10. Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Pembayaran.

11. Pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas tetap memperhatikan dan 

menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Catatan Pelaksanaan Anggaran  2021
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